PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

JI. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang — 50243

Semarang, || Januari 2023

Nomor : t60/ 0000237 Kepada
Sifat . Segera ;
Lampiran : - Yth. Bupati Semarang
Hal . Hasil  Fasilitasi  Rancangan di=
Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang UNGARAN

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/0004746 tanggal 27 Desember 2022
Hal Permohonan Fasiltasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat
Badan Kredit Kecamatan Ungaran, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyertaan Modal
Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan
Kredit Kecamatan Ungaran sebagai berikut:

1. Dasar Hukum “Mengingat’ angka 6 agar disempurnakan menjadi sebagai
berikut:

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

2. Pasal 1 angka 6 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

6. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa
uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan BUMD/BUMN
atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga
dengan mendapat bagian keuntungan.

3. Pasal 4 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
Pasal 4

(1) Penyertaan Modal Daerah pada PT. BPR BKK Ungaran (Perseroda)
dilaksanakan dalam bentuk barang milik daerah.

(2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai
nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal
Daerah.

(3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan
melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan
Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah.



Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;

2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);

4 Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam
Negeri;

_ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah,

. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

. Ketua DPRD Kabupaten Semarang.
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